
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Apararur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarobabao 
Lembaran Negara Republik lndonesi~,o~or 54941 , 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234j; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Mengingai 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan 
Bupati rentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan 
dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara; 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 
Tahun 20l6 tentarig Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, rnaka perlu 
ditetapkan Kedudukan .Susunan Organisasi, Togas 
dan Fungs! serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kabupaten .Iepara; 

Menimbang 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHJ\1AT'TUHAN YANG MAHA ESA 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERT/\ TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

KABUPATEN JEPARA 

PPROVINSI JAWA TENGAH 
PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 57 TAHUN 2016 

BUPATIJEPARA 

TENT ANG 

J 



Dinas Kearsipa.n clan Perpustakaan Daerah mempunyai rugas membantu 
Bupati melaksa.nakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan da.n 

Pasal ..J 

Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 

Bagian Ketiga 

(2) Bagan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana 
tercanturn dalam Lampiran yang rncrupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini, 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Da.erah 
Kabupatcn Jepara a.dalah terdiri dari : 
l. Kepala 
2. Sekretariat, yang membawahi : 

a. Sub Bagian Perencaaaan Evaluasi clan Keuangan; 
b. Sub Ba.gian Umumdan Kepegawaian. 

3. Bidang Kearsipan, yang mernbawahi membawahi : 
a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan; 
b. Seksi Pengelolaan Arsip. 

4. Bidang Perpustakaan, yang membawahl: 
a. Seksi Ak:uisisi, Pengolah dan Pengembangan Perpustakaan; 
b. Seksi Pelaya:nan dan Referensi. 

5. Kelompok Ja.batan Fungsional. 

Pasal 3 

Susunan Organisasi 

Bagian Kedua 

Dinas Kearsipan clan Perpustakaan diplmpin oleh seorang Kepala. Dinas 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupa.ti 
melalui Sekretaris Daerah. 

Kedudukan 

Bagian Kesatu 

BAB u 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNOSI SERTA TATA KERJA 
DJNAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

KABIJPATEN JEPARA 

Pasal 2 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan . 
l. Daerah adalah Kabupaten .Jepara, 
2. Pernerinrah Daerah adalah Bupati dan Perangkat rlarmh ~"hrwni 

, , .. ,, 1itm:1rlm1ggara pernenruahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Jepara. 
4. Sekretaris Daerah adalab Stkretaris Daerah Kabupaten .Jepara. 
5. Dinas Kearsipan clan Perpustakaan Daerah yang selanjutnya disebut 

Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten 
Jepara: 

6. Kelompok .Jabatan Fungsional adalah Kelompok Ja.batan Fungsional 
yang bcrada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 
Kabupaten Jepara. 

Pasal 1 

BABI 
K8TENTUAN UMUM 

PERPUSTAKAAN KABUPATEN JEPARA 

KEDUDUKAN, 
DAN FUNGSI 

KEARSlPAN DAN 

PERATURAN BUf'ATI TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS 
SERTA TATA KERJA DtNAS 

Menetapkan 

MEMtJTUSKAN: 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan 
Perangkar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tarnbahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Jcpara Nomor 11); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerint:ahan Daerab (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahu'l 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndoucsi; '!nrnn~ "4d 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagairnana telab diubah beberapa 
kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 5679); 



(2) Sekreta.riat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggu.ngjawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. 

( l) Sekretariat mempunyt.i tugas perurnusan konsep dan pelaksanaan 
kebijakan, pengkoordinasian. pernantauan, evaluasi, pelaporan 
rnelipuri keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan 
ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaen, kearsipan, 
kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi ill 
lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. 

Pasal 7 

Sekretariat 

Paragral 2 

Kepala Dinas J<earsipan dan 'erpustakaan Daerah mernpunyai tugas 
mernimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa.1 4 dan Pasal 5. 

Pasal fi 

Kepala 

Paragraf l 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4, 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup rugasnya; 
b. pelaksanaan kebijakan sesuni dengan lingkup tugasnya; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkuo 

tuge.snya; 
d. pelaksanaan administrasi dlnas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

cugas dan fungsinya. 

Pasal 5 

Perpustakaan yar.g menjarli kewenang=n Daerah dan l'Ugas Pembanruan 
yang diberlkan kepada Kabupaien. 



Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 10, 
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi den Keuangan menyelenggarakan 
fungsi : 
a. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung; 
b. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi. nembukuan, 

verifikasl, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung 
dan t.3k langsung; 

e, penyusunan laporan perhirungan clan penanggungjawaban keuangan: 

Pasal J l 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan rnempunyai tugas 
menyusun rencana keuangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiacan 
serta laporan. 

Pasal l O 

(1) Sekretariat terdiri dari : 
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Pasal 9 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud delam Pasal 7, 
Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. pengkoordinasian kegiaran di lingkungan Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan; 
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di 

lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 
c, pembinaan den pemberian dukungan adrninistrasi yang meliputi 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketat:ausahaan, kearsipan, 
kerumahtanggaan. kepegawaian dan pelayanan administrasi di 
Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 

d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di 
lingkungan Dinas Kearsipan clan Perpustakaai.: 

e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah 
(SP!P) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan 
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan; 

g. pelaksanaan monitoring.revaluasi don pelaporan sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

h. pelaksanaan Jungsi kedinasan lain yang diberlkan o!eb Kepala Dinas 
sesuai dengan fungsinya. 

PasaJ 8 

dimaksud pad a ayat (I) 
berada dibawah dan 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana 
dipimpin oleh seorang Kepala yang 
bertanggungjawab kepada Sekretaris, 



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2, 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 
ll, peny,.u,unan renca.n& a:tgg&n!Jt Jc-ebu tuhan barang: 
b. penyusuaen data dan administrasi inventarls Dinas, 
c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, 

surat mmyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian; 
d. pelassanaan kegia.tan n1mab tangga dan perjalanan dinas: 
e, pel.aksanaan pengadaan saran a dan. prasarana perkantoran; 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, 
perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian. 

Pasal 12 

d. pelaksanaan koordinasi secam mternal di Iingkungan unit kerja; 
e. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan adrninistrasi 

keuangan dan akuntansi Dinas; 
f. pembuaian laporan sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. pengkoorclinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

clibidang keuangan: 
h. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja Dinas; 
i. penyusunan dan mengkcordmasikan penyusunan Rencana Strategis. 

Penetapan Kinerja, Rencana Kegiatan Anggaran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Pemerin tali Daerah; 

j. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabtlltas Kinerja Pcmerrntah 
dan laporan-laporan insidentil; 

k. pelaksanaan pengurnpulan. penelitian, analisa, pengelola.a.n, penyajian 
data, informasi dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta 
menyusun bahan pernbinaan organisasi dan tatalaksana; 

I. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya; 
m. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknls di 

bidang Perencanaan Keuangan clan program kegiatan, penelitian dan 
merr:buat pelaporan kegiatan Dinas; 

n. penyuaunan petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal ; 
o. pernberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya 

untuk menyelesaikan masalab sesuai lingkup tugasnya; 
p. pengkoorclinasian pelaksanaan rugas secara internal dan sesuai 

lingkup tugasnya; 
q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya; 
r. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai 

lingkup tugasnya, 
s, pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya; 
t. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Keuangan, 

Perencanaan Evaluasl ; 
u. pelaksanaan fungsi kedinasa.n lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan fungsinya. 

Pasal 13 



(21 Masing-masing Seksi sebagairnana dimaksud dalam ayat ( 1) dlpimpin 
oleh Seorang Kepala yang berada dibawab dan bertanggungjawab 
lwm!da Kenala Bidane Kearsioan • 

(1) Bidang Kearsipan, terdiri dari 
a. Seksi Pernbinaan dan Pengembangan Kearsipan; 
b, Seksi Pengelolaan Arsip. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 
Bidang Kearsipan meneyelenggara kan rungsi ; 
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya: 
b. Pemberian dukungan atas perryelenggaraan pernerintahan daerah 

sesuai dengao lingkup tugasnya; 
c. Pembinaan dan pengelolaao arsip serta pelaksanaan tugas sesuai 

dengao lingkup tugasnya; dao 
d. Pelaksanaanfungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan fungsinya. 

Pasal 15 

(2) Bidang Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dines Kearsipan dan 
Perpustakaan Daerah. 

(1) Bidang Kearsipan mempunyai rugas melakukan penyusunan dan 
perencanaan kegiatan pembinaan kearsipan, perencanaan 
pengembangan pendidikan dan latihan serta kerjasama teknis 
kearsipan, 

Pasal 14 

Bida.ng Kearsipan 

ParagralS 

Pasal 16 

8- pengurusan mute.Si. mxiar b.""'sejabteraan pegawas. hak dan kewajiban 
pegawai; 

h. pelab-saoaan tugas pembinaal admmistrasi umum dan kepegawaian; 
i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja; 
J. pelaksanaan kehumasan dan keprotckolan; 
k. pengkoordioasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidaog Umum dan kepegawainn: 
I. pernberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya 

untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya. 
m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya, 
n. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya 
o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan fungsinya. 



Unt:uk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 19, 
Seksi Pengelolaan Arsip menyelcnggarakan fungsi : 
a. pengelolaan arsip inaktif yang rnemllikl retensi sekurang-kurangnya 

1 C, ( sepuluh l tabun; 
b. pengelolaan arsip statis; 
c. pelaksanaan alruisisi arsip; 
d. pelaksanaan penyusutan arsip; 
e. pengendalian, perawatan, pengamanan dan pelestarian arsip statis ; 
r. pelaksanaan pengawasar. / supervisi terhadap 

penyelenggaraan kearslpan pada organisasi perangkat daerah. 

Pasal 20 

Seksi Pengelolaan Arsip mempunyai rugas menyusun dan merencanakan 
pengelolaan kearsipan meliputi pengurnpulan, penataan, penyusutan, 
pemeliharaan dan pengamanan arsip. 

Pasal 19 

Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17, 
Kasi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan kegiatan pembinaan kearsipan ; 
b. penetapan norma stander dan pedoman penyelenggaraan kearsipan 

di lingkungan daerab berdasarkan kebijakan kearsipan nasional ; 
c, pembinaan kearsipan terhadap organisas! perangkat daerah, 

kecamatan, desaj'kelurahan badan usaha milik daerah, lembaga 
pendiclikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan ; 

d. penyusunan rencana dan pengembangan peuingkatan 
profesionalisme arsiparis melaul pendidikan dan latihan formal serta 
kedinasan; 

e. pe-nyia.pan dan kerjasama texnis jaringan informasi kearsipan dengan 
lernbaga kearslpan lainnya ; 

f. penyiapan bahan untuk pelaksanaan tugas pokok arsiparis ; 
g. penyusunan serta penerbitan naskah - naskah surnber arsip ; 
h. penyiapan dan pelayanan arsip statis bagi kegiatan pernerintah, 

penelitian dan kepentingan rnasyarakat sebagai naskah surnber arsip ; 
I. pelaksanakan publikasi kearstpan kepada masyarakat ; 
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kearsipan sesuai dengan fungsinya. 

Pasa118 

Seksi Pembioaan dan Pengembangan Ke irsipan mempunyai rugas 
rnelakukan penyusunan dan perencanaa kegiatan pembinaan kearsipan, 
pengernbangan pendidikan dan latfhan serta kerjasama teJmis kearsipan. 

Pasal 17 



r - 

Seksi Akuisisi , Pengolah dan Pengernbangan Perpustakaan mempunyai 
tugas menyusun dan merencanakan pengelolaan perpustakaan meliputi 
pengumpulan, penataan, pernindahan pemeliharaan dan pengamanan 
serta pengembangan perpustakaan. 

Pasal 24 

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dipirnpin 
oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Perpustakaan 

(1) Bidang Perpustakaan, terdtri dari : 
a. Seksi Akuistst, Pengolah dan Pengembangan Perpustakaan; 
b. Seksi Pelayanan dan Referensi. 

Pasal 23 

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 21 
Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis Bidang Perpustakaan; 
b. pemberian dukungan atas penyelcnggaraan pernerintahan daerah 

sesuai dengan Bidang Perpusatkaan; 
c. pernbinaan dan pelaksanaan tugas sesuai rlengan Bidang 

Perpustakaan; dan 
d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diherikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan fungsinya. 

Pasal 22 

(2) Bidang Perpustakaan dipimpin oleh seoraug Kepala yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Daerah. 

Pasal 21 

Bidang Perpusrakaan 

Paragraf 4 

kecamatan, desa/kelura.ha.l', oadan usaha millk daeral:, lembaga 
pendidlkan, orgamsasi politik, orgarusasi kemasyarakatan ; 

g. pelayanan arsip inaktif dan sta tis ; 
h, pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan fungsinya. 

tugas rnemimpin dan 
tugas dan fungsi Bidang 

rnempunyai 
pelaksanaan 

( ll Bidang Perpustakaan 
bertanggungjawah atas 
Perpustakaan. 



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimakaud dalam Pasal 26, 
Scksi Pelayanan dan Referensi mernpunyai fungsi: 
a. pelaksanaan pendaftaran, peucatatan dan penyimpanan data para 

peminjam bahan perpustakaan; 
b. pe.ngaturan tata ruang clan tam Jetak bahan pustaka dan bahan 

informasi lainnva: 

Seksi Pelayanan dan Referensi mempunyai tugas mengatur clan mengelola 
pelayanan kepustakaan terhadap masyarakat yang mernbutuhkan bahan 
perpustakaan dan referensi. 

Pasal 26 

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal '.24, Seksi 
Akuisisi. Pengola.han dan Peugernbangan Perpustakaan mempunyai 
fungsi : 
a. penyusunan rencana dan pelaksana kegiatan pengadaan I 

pengernbangan bahan pustaka sesuai dengan kepentingan pemustaka 
dengan memperhatijkan perkembangan teknologi informasi dan 
komumkasi; 

b. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait 
dan perpustakaan lain: 

c. pelaksanaan pengolahan, penyiangan, perawatan, pelestarian, 
penyimpanan, dan penyajian bahan pustaka ; 

d. pembinaan pengembangan profesi kcpustakawanan: 
e. pembinaan, monitoring dan evaluasl penyelenggaraan sernua jenis 

perpustakaan; 
f. pengernbangan layanan perpustakaan sesuai perkembangan teknologi 

inforrnasi dan komunikasi; 
g. pelaksanaan promosi gemar rnembaca dengan memanfaatkan 

perpustakaan; 
h. penyelenggaraan stock opname bahan pustaka secara berkala; 
i. pengurnpulan data bahao pustaka tentang budaya dan semua terbitan 

kabupaten .Jepara; 
j. Pelatihan literaei dalam rangka peningkaran kualitas hidup 

masvarakat; 
k. pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik kegiatan pelestarian 

bahan pustaka; 
I. pemasyarakatan budaya baca melalui berbagal media elektronik, media 

cetak dan tatap muka rnelalui jalur pendidikan formal dan non formal; 
rn, pelaksanaan fungsi kedinasa.n lain yang dlberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan fungsinya. 

·-- - Pa~'.25 

Pasa127 
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Dalam melaksaoakan tugasnya, seziap pimpinao satuao organisasi dan 
Kelompok -Jabatan FungsJonal pada Dinas wajib menerapkan prinsip­ 
prinsip koordinasi, iotegrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun antar satuao organisasl sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 29 

Tata Kerja 

Bagiao Keempat 

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsi 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggungjawab, wewenang dao fungsi 
keahlian dao/atau ketra.mpilan serta keahlihao tertentu dalam rangka 
mendukung kelaocarao tugas dan Iungsi dinas. 

Pasal 28 

Jabat.an Fungsional 

Paragrai 5 

c. pengembangan SJ.stem layanan perpustakaan berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi: 

d. pelaksanaan kegiatan layanan meliputi layanan sirkulasi, referensi, 
perpustakaan keliling, rumah belajar clan warung baca; 

e. pelaksanaan rujukan informasi dan layanan bimbingao pembaca ciao 
peningka.tan apresiasl ma.sya.rakat terhadap perpust.a.ka.an; 

f. kerjasama dan tia.ringau perpustakaan: 
g. menyusun remcana kerja Seksi Pelayaoan dan referaosi sesuai 

ketentuan yanil berlaku sebagai pedoman pelaksaoaan tugas; 
h. melaksanaka.n lberbagai jenis layanan perpustakaan, termasuk layanan 

audio visual, ~ompucer, internet, multimedia, training, bedah buku 
dao Jayaoan mendongeng (storytelling); 

i. melaksanakan1 layanao ekstensl melalui mobil unit perpustakaan 
keliling dan layanan terpadu perpusta.kaan serta pembuatan pemetaan 
titik layaoao.mobil unit perpustakaan keliling; 

j. melaksanakan layanan khusus bagi pernustaka yang ber.kcbutuhan 
khusus: 

k. mengolah dan menyusun statistik layanao perpustakaan meliputi 
statistik anggota perpustakaan, peminjam, pengunjung, buku yang 
dipiojam dan dfuaca; 

I. pelaksanaan fungsi kedioasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan fungsinya. 



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraruran Bupati 
Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penjabaran Togas dan Fungsl Kantor 
Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara (Betita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2010 Nomor 376) dan Peraturan Bupati Nomor 56 1'ahun 
2010 tentang Penjabaran Togas dan Fungsi Kantor Arsip Daerah 
Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahuo 2010 Nomor 
an, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

Pasal 35 

BAB Ill 
KETENTllAN PE:NUTUP 

Dinas Kearsipan clan Perpustakaan menyusun analisis jabatan, peta 
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap 
seluruhjabatan di lingkungan Dinas Kearaipan dan Persputakaan, 

Pasal 34 

Setiap Laporan yang diterima cleh pimplnan satuan organisasi pada Dinas 
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahannya . 

Pasal 33 

Setiap Pimpinan Satuan organlsasi pada Dinas wajib mengikuti dan 
memaruhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masiog-masing 
dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya . 

Pasal 32 

bertanggungjawab 
masing-masing dan 
pelaksanaan tugas 

Seciap pimpinan satuan organisasi pada Dinas 
memimpio dan mengkoordinasika.n bawahan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
bawahannya . 

Pasal 31 

Setiap pimpinan satuan organisasr pada Dinas wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing dan bila terjad! penyimpangan agar 
mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai dengsn peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

Pasa130 



BERIT/\ DAERAH KABUPAT8N JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 57 

l(ep':; ,:1 
tJ ........ ;, 

D'undangkan di Jepara 
pada tanggal 2.3 November 2011i 

SEKRETARLS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA, 

TTiWAN 

Ditetapkan dJ Jepara 
pada tanggal 23 November 201 6 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berlta Daerah 
Kahupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal l .Januan 2017. 

Pasal 3·6 
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